
Uraian Singkat : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 

8 Tahun 2022 Tentang Tim satuan tugas Unit pengendalian gratifikasi dilingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Dalam rangka Mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi 

dan nepotisme perlu integritas serta upaya pengendalian gratifikasi dilingkungan  Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu dibentuk Tim satuan tugas unit 

pengendalian gratifikasi dan ditetapkan keputusan tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas 

Unit Pengendalian gratifikasi. Penetapan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian gratifikasi  ini 

didasarkan pada : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan       

Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi   dan   Nepotisme   (Lembaran   Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak   Pidana   Korupsi      

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,  Tambahan  Lembaran   Negara   

Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor  182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode 

Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);  

6. Peraturan  Pemerintah Nomor  60  Tahun  2008  tentang Sistem Pengendalian  Intern 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6718); 

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional    Pencegahan    dan    

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 



2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122) ; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan   Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor      

52     Tahun    2014    Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas Dari  Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

10. Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor  17  Tahun 2012   tentang   Penyelenggaraan   

Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota   (Berita   Negara   Republik   Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); 

11. Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun 2015 tentang Pengendalian 

Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1695); 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik   Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor  8  Tahun  2019  (Berita  

Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 254 Tahun 2022 tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022; 

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15/HK.03.1-

Kpt/7103/Kab/XI/2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe; 

 

 



 

 

Bahwa Tim satuan tugas Unit pengendalian gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe ini dibentuk oleh subbagian Hukum dan SDM. Tim 

satuan tugas Unit pengendalian gratifikasi ini sebagai perwujudan integritas 

penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dilingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

 



 

 

 

 

 

 


